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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi yang terus berkembang dapat mendorong pengambilan keputusan 

didalam sebuah organisasi secara efektif serta efisien, sejalan dengan 

perkembangan dunia yang kompetitif saat ini. Di Indonesia sendiri kemajuan 

teknologi informasi memiliki peran penting bagi pemerintah. E-government 

merupakan salah satu upaya pengembangan oleh pemerintah dalam rangka 

menyelenggarakan kepemerintahan dengan memaksimalkan kebermanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi e-government berpotensi 

meningkatkan prosedur administrasi dan memastikan akuntabilitas publik, 

sekaligus memenuhi kebutuhan informasi manajemen pemerintah. Dalam 

rangka mewujudkan pengenalan e-government di Indonesia, pemerintah 

melakukan pembuatan website pemerintah daerah (Utama, 2020). Kinerja 

instansi pemerintah dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dengan menciptakan dan mengimplementasikan sistem informasi 

yang tepat agar data yang dimiliki dapat lebih terorganisir, mudah diakses, 

mudah digunakan, serta terciptanya transparansi yang dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.  

Sejak berlakunya UU No.22/1999 perihal Pemerintah Daerah, 

bahwasanya mendapatkan wewenang guna mengurus rumah tangganya 

sendiri dengan campur tangan seminimal mungkin oleh pemerintah pusat 

supaya terwujud tata kelola pemerintahan secara baik. Kewajiban 

pemerintahan daerah dalam memberikan data finansial daerah melalui LKPD 
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(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) agar kepala daerahnya beserta 

DPRD dapat menetapkan kebijakan fiskal. Asas transparansi dan 

akuntabilitas  dalam pengelolaan finansial yang publikasikan berdasarkan 

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), diwujudkan didalam pelaporan 

finansial yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan daerah. Sejak semua entitas akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah mengadopsi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) diwajibkan untuk memberi output akhir atas 

hasil laporan keuangan berupa pemberian opini. Para pengguna laporan 

keuangan daerah tentunya mengharapkan pertanggungjawaban keuangan 

negara melalui laporan keuangan yang berkualitas. Kepercayaan pengguna 

yang meningkat atas laporan keuangan pemerintah dengan adanya perolehan 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan bagi para penggunanya untuk memanfaatkan data dari laporan 

keuangan pemerintah pada setiap pengambilan keputusan. Opini WTP yang 

diberikan kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa masyarakat 

memberikan dukungan dan partisipasi atas penyelenggaraan pemerintahan 

dengan akuntabilitas dan transparansi yang baik (Panggabean, 2019). 

Pengelolaan data keuangan pemerintah daerah tersebut dibantu oleh SIKD 

(Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang menghimpun semua data finansial 

yang berkaitan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia dan 

mempermudah jalannya proses pemerintahan.  

Berdasarkan PP RI No.56/2005 perihal SIKD (Sistem Informasi 

Keuangan Daerah), Sistem Keuangan Daerah ialah sebauh sistem yang 



3 
 

melakukan dokumentasi, administrasi, hingga pengolahan data finansial 

daerah serta data yang berkaitan lain hingga jadi pesan yang diberikan pada 

publik serta suatu bahan dalam mengambil putusan dengan merencanakan, 

melaksanakan, serta melaporkan tanggungjawab pemerintahan daerah. 

Bersumber dari data Kementerian Keuangan RI, SIMDA (Sistem Informasi 

Manajemen Daerah) ialah satu diantara sekian banyak jenis sistem informasi 

keuangan yang paling banyak dipakai di Indonesia oleh Pemerintah Daerah. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyusun program 

SIMDA dengan harapan dapat membantu pengelolaan keuangan daerah, 

meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja, terutama didalam 

penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), terlebih 

didalam tingkatan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) 

ataupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sejauh ini dalam 

pengembangannya, Aplikasi SIMDA telah menghasilkan program, seperti 

SIMDA BMD (Barang Milik Daerah), SIMDA Keuangan, SIMDA 

Pendapatan, SIMDA Gaji, SIMDA Dashboard, SIMDA Perencanaan, serta 

SIMDA Cash Management System (CMS). Hingga 30 Juni 2020 tercatat total 

440 pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan program aplikasi 

SIMDA dan total tersebut merupakan gabungan seluruh penggunaan program 

aplikasi yang telah dikembangkan. 

Sebagai salah satu program dari hasil pengembangan Aplikasi 

SIMDA, SIMDA BMD berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam 

mengelola barang-barang daerah, yaitu pengadaan, perencanaan, 

penghapusan, penatausahaan, dan akuntansi. Menurut Peraturan Kementerian 
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Dalam Negeri No.19/2016 perihal Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, dimana barang milik daerah ialah seluruh barang-barang hasil 

pembelian ataupun perolehan terhadap beban APBD ataupun bersumber dari 

pendapatan lain secara sah. Pengolahan barang tersebut sangat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menopang perekonomian daerah 

serta memberikan layanan pada khalayak umum. Sehingga, pelaksanaannya 

perlu dilakukan secara akuntabel, efektif, efisien serta ekonomis. Apabila 

barang milik daerah tidak dikelola dengan baik, maka akan berubah menjadi 

beban karena biaya memperoleh dan memelihara aset tersebut lebih besar 

daripada manfaat yang diperoleh. SIMDA BMD memungkinkan siklus 

pengelolaan barang milik daerah menjadi efisien. Seperti yang tertera dalam 

laman resmi BPKP (bpkp.go.id), SIMDA BMD menghasilkan beragam 

output, beberapa di antaranya, yakni Daftar Kebutuhan Barang dan 

Pemeliharaan Barang Daerah, Daftar Hasil Pengadaan, Kartu Inventaris 

Barang (KIB), Surat Keputusan Penghapusan, Daftar Barang Extra 

Compatable, dan sebagainya. 

Provinsi Kalimantan Selatan ialah satu diantara pemerintah daerah 

yang telah memulai kerja sama dengan BPKP untuk mengimplementasikan 

SIMDA BMD sejak tahun 2012. Pengelolaan aset daerah sangat penting 

karena mempengaruhi pemberian opini atas pengelolaan keuangan daerah 

oleh BPK. Provinsi Kalimantan Selatan telah meraih Opini WTP dalam 

LKPD enam kali berurutan sejak tahun anggaran 2012. Permasalahan yang 

dihadapi oleh SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan 

barag-barang kepemilikan daerah adalah penata usaha barang milik daerah 
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yang tidak teratur dan tidak memadai, perencanaan dan penganggaran yang 

belum ada ataupun belum didokumentasikan dengan baik, pemanfaatan aset 

yang tidak tepat, serta tidak adanya volume pengadaan dan pengelolaan 

persediaan yang kurang baik (tribunnews.com, 2020). Pemerintah daerah 

dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan mengoptimalkan pengelolaan 

aset daerah, terutama didalam perencanaan dan pengelolaan barang milik 

daerah. 

Penelitian terdahulu oleh Tasha Ulfah Haura, Sulistia Suwondo dan 

Ira Novianty (2021) pada SIMDA BMD Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung menunjukkan bahwa Kualitas Informasi terbukti memberi 

signifikansinya dampak yang positif pada Rasa Puas Pemakai serta Kepuasan 

Pengguna terbukti memberi signifikansi dampak yang positif pada Manfaat 

Bersih, sementara Mutu Sistem dan Kualitas Pelayanan tidak berdampak 

pada Rasa Puas Pemakai. Bersumber hasil studi ini implementasi SIMDA 

BMD di Pemerintah Kabupaten Bandung terbilang sukses, meskipun masih 

terdapat error dalam penggunaanya dan perlu dilakukan peningkatan sistem.  

Tetapi, berlainan terhadap studi terdahulu oleh Ignatius Novianto 

Hariwibowo dan Wimpie Yustino Setiawan (2020) pada Sistem Keuangan 

Desa (SISKEUDES) Kabupaten Wonogiri yang menunjukkan bahwasanya 

Mutu Informasi, Mutu Sistem serta Mutu Pelayanan berdampak positif pada 

Pada Rasa Puas Pelanggan. Sehingga demikian implementasi SISKEUDES 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan berhasil 

karena telah menyediakan sistem yang mudah digunakan dan memberi 

dukungan terhadap kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, penelitian Erwin 
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Saraswati, Dwi Dayanti Oktavia serta Zaki Baridwan (2016) pada SIMDA 

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya menunjukkan bahwasanya Mutu 

Sistem berdampak pada pemakaian serta Kepuasan Pelanggan, Mutu 

Informasi tidak berdampak pada Penggunaan serta Rasa Puas Pelanggan, 

Pentingnya Sistem berdampak pada Rasa Puas Pelanggan, tetapi Pentingnya 

Sistem tidak berdampak pada Pemakaian dan Pemakaian tidak berdampak 

pada Manfaat Bersih. Penelitian Dodik Ariyanto dan I Wayan Eka Suputra 

Yasa (2017) dalam SIMDA Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar 

menunjukkan bahwa tidak ditemukannya pengaruh Mutu Informasi, Mutu 

Sistem serta Mutu Pelayanan pada Rasa Puas Pelanggan, namun demikian 

melalui hasil penelitian itu implementasi SIMDA di Sekretariat Daerah 

Bagian Keuangan Kabupaten Gianyar termasuk berhasil. Penelitian terdahulu 

oleh Nabilla Utmary dan Henri Agustin (2020) pada SISKEUDES 

Pemerintah Desa di Kota Pariaman memaparkan bahwasanya Mutu Informasi 

berdampak positif pada Rasa Puas Pelanggan, sedangkan Kualitas Sistem dan 

Mutu Layanan tidak berdampak pada Rasa Puas Pelanggan. 

Pengukuran keberhasilan sistem informasi secara luas telah banyak 

dilakukan. Satu diantara pemodelan yang teruji dalam pengukuran efektivitas 

sistem informasi ialah The DeLone and McLean Information System success 

model (2003) dengan pemaparan bahwasanya ada enam ukuran keberhasilan 

sistem informasi, yakni mutu sistem, mutu informasi, mutu pelayanan, 

pemakaian, rasa puas pelanggan, serta kebermanfaatan bersih. Model tersebut 

merupakan hasil pengembangan dari DeLone and McLean Information 

System Success Model pada tahun 1992 menggunakan penambahan variabel 
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mutu pelayanan kedalam pemodelannya, dan mengaitkan variabel pengaruh 

perorangan dan pengaruh lembaga menjadi variabel kebermanfaatan bersih. 

Bersumber studi terdahulu, penggunaan Model DeLone dan McLean untuk 

mengevaluasi SIMDA BMD terbukti cukup efektif, efisien dan sederhana. 

Mengacu pada riset yang sudah disebutkan, studi ini memakai The DeLone 

and McLean Information System success model (2003) yang dimodifikasi 

dengan menghilangkan konstruk Service Quality, Use dan Intention To Use 

karena SIMDA merupakan sistem informasi yang bersifat wajib (mandatory) 

(Livari, 2005), serta menambahkan konstruk Task Characteristics dan 

Technology Characteristics dari model Task-Technology Fit untuk 

menentukan apakah teknologi yang digunakan sudah sesuai dalam membantu 

menyelesaikan tugas pengguna dan memenuhi kebutuhannya. The DeLone 

and McLean Information System success model (2003) dengan modifikasi 

tersebut akan dipakai dalam pengukuran keberhasilan penerapan SIMDA 

BMD di Provinsi Kalimantan Selatan.  

Evaluasi kesuksesan implementasi SIMDA BMD di Provinsi 

Kalimantan Selatan begitu krusial diterapkan guna memahami efisiensi dan 

efektivitas penggunaan SIMDA BMD dalam mendukung pengelolaan barang 

milik daerah. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sistem tersebut, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan dan peningkatan kualitas sistem di 

masa depan. Bersumber pemaparan latar belakang tersebut, penulis 

melaksanakan evaluasi kesuksesan penerapan SIMDA BMD dalam 

mengelola barang milik daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 
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Selatan,  memakai pemodelan DeLone dan McLean (2003). Sehingga, studi 

ini diberi judul “Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi 

Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Provinsi 

Kalimantan Selatan”. 

1.2 Komponen dan Tautan 

Kerangka pemikiran yang terdapat didalam studi ini terdapat pada 

Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 

1.3 Rumusan Masalah 

Bersumber uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka perumusan 

permasalahan didalam studi ini, meliputi: 

1. Apakah Kualitas Informasi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna? 

2. Apakah Kualitas Sistem berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna? 

3. Apakah Karakteristik Tugas berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna? 
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4. Apakah Karakteristik Teknologi berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna? 

5. Apakah Kepuasan Pengguna berpengaruh terhadap Manfaat Bersih? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Bersumber perumusan permasalahan tersebut maka dapat ditentukan tujuan 

studi, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan 

Pengguna. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan 

Pengguna. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Tugas terhadap Kepuasan 

Pengguna. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Teknologi terhadap Kepuasan 

Pengguna. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Pengguna terhadap Manfaat 

Bersih. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Hasil studi ini harapannya bisa berkontribusi dalam : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil studi ini harapannya bisa berkontribusi pada literatur mengenai 

sistem informasi akuntansi pemerintah dan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk studi sejenis kedepannya. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Pemerintah daerah tiap kota dan kabupaten di Provinsi 

Kalimantan Selatan dapat membertimbangkan hasil penelitian ini 

dalam pengembangan dan peningkatan aplikasi SIMDA BMD 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara maksimal. 

b. Penulis 

Menambah wawasan mengenai sistem informasi akuntansi 

pemerintah dan dapat menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari 

peneliti selama di perkuliahan. 

1.6 Batasan Penelitian 

Guna tercapainya tujuan studi, masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi, 

maka dari itu penelitian ini memfokuskan pada evaluasi aplikasi SIMDA 

BMD yang memungkinkan perbedaan hasil evaluasi terhadap aplikasi 

SIMDA lainnya, serta studi ini dilaksanakan di tiap SKPD tiap kabupaten dan 

kota Provinsi Kalimantan Selatan yang juga memungkinkan perbedaan hasil 

jika dilakukan penelitian terhadap SKPD di daerah lain. Untuk respondennya 

sendiri adalah pengurus barang dan pengurus barang pembantu yang bertugas 

sebagai operator SIMDA BMD di tiap SKPD kota dan kabupaten Provinsi 

Kalimantan Selatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN PENELITIAN 

SELANJUTNYA 

5.1 Kesimpulan 

Berikut kesimpulan atas hasil penelitian ini : 

1. Kualitas Informasi tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Kualitas Informasi tidak 

berpengaruh positif dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna. Hasil penelitian konsisten dengan temuan I Wayan 

Eka Suputra Yasa dan Dodik Ariyanto (2017). 

2. Kualitas Sistem tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna. Hasil 

penelitian yang diperoleh menunjukkan Kualitas Sistem tidak 

berpengaruh positif dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna. Hasil penelitian konsisten dengan temuan I Wayan 

Eka Suputra Yasa dan Dodik Ariyanto (2017). 

3. Karakteristik Tugas berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna. Hasil 

penelitian yang diperoleh menunjukkan Karakteristik Tugas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna. Hasil penelitian 

konsisten dengan temuan Ayatulloh Michael Musyaffi dan Arinal Muna 

(2020). 

4. Karakteristik Teknologi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna. Hasil 

penelitian yang diperoleh menunjukkan Karakteristik Teknologi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna.  
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5. Kepuasan Pengguna berpengaruh terhadap Manfaat Bersih. Hasil 

penelitian yang diperoleh menunjukkan Kepuasan Pengguna berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Manfaat Bersih. Hasil penelitian konsisten 

dengan temuan Tasha Ulfah Haura, Sulistia Suwondo dan Ira Novianty 

(2021). 

Bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas 

Informasi dan  Kualitas Sistem tidak berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna SIMDA BMD, namun Karakteristik Tugas dan Karakteristik 

Teknologi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna SIMDA BMD, maka 

dari itu Kepuasan Pengguna yang meningkat memberikan Manfaat Bersih 

yang dirasakan baik oleh pengguna itu sendiri maupun organisasi yang 

mendasarinya. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkaan oleh pemerintah 

daerah tiap kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan aplikasi SIMDA BMD, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan organisasi secara maksimal. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa hadirnya aplikasi SIMDA BMD sangat membantu tiap 

SKPD dalam mengelola barang milik daerah, membantu pengguna untuk 

menyelesaikan tugasnya dan juga membantu meningkatkan kinerja pengguna 

maupun kinerja organisasi. Evaluasi perlu dilakukan bukan hanya pada 

sistem informasi yang bersifat wajib (mandatory) namun juga pada sistem 

informasi yang bersifat sukarela (voluntery). Sistem yang bersifat wajib tidak 

berfokus pada kepuasan pengguna karena pengguna harus menggunakan 

sistem tersebut untuk menunjang tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku 

dari organisasi yang mendasarinya. Namun sistem yang wajib harus mudah 
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dipahami, mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan tugas pengguna 

agar dapat menunjang penyelesaian tugas karena sistem yang dirancang 

sebaik mungkin apabila tidak dapat digunakan dengan baik oleh pengguna 

akan menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Maka dari itu, evaluasi penting 

untuk dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas 

sistem dalam menunjang tugas pengguna dan memberikan manfaat kepada 

organisasi yang mendasari. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, 

dapat dinyatakan bahwa implementasi SIMDA BMD di Provinsi Kalimantan 

Selatan telah sukses.  

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang ditemukan selama penelitian, yaitu : 

1. Evaluasi dilakukan terhadap sistem keuangan pemerintah yang bersifat 

wajib, 

2. Model evaluasi yang digunakan adalah DeLone and McLean Information 

System Success Model dan Task-Technology Fit Model yang keduanya 

dimodifikasi menyesuaikan dengan sistem yang dievaluasi, 

3. Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan 

belum melakukan pelatihan khusus serentak secara merata kepada seluruh 

operator SIMDA BMD dan evaluasi rutin terhadap penggunaan aplikasi 

SIMDA BMD, 

4. Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan 

belum melakukan peninjauan rutin terhadap ketersediaan, kondisi dan 

kesesuaian antara kondisi barang di lapangan dengan data pada aplikasi, 
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5. Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan 

melakukan pengembangan sistem yang bersifat wajib tanpa adanya 

keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan tersebut, 

6. Nilai Cronbach’s Alpha yang rendah pada variabel Karakteristik Tugas 

sebesar 0.476 atau lebih kecil dari ≥ 0.6. Namun, peneliti 

mempertahankan nilai tersebut karena variabel Karakteristik Tugas 

memiliki nilai AVE sebesar 0.651 atau lebih besar dari 0.50 dan memiliki 

nilai Composite Reliability sebesar 0.788 atau lebih besar dari 0.7. Selain 

itu, peneliti ingin mempertahankan variabel karena peneliti ingin 

melakukan eksplorasi terhadap variabel pada model evaluasi baru yang 

pertama kali digunakan pada penelitian ini,  

7. Nilai Cronbach’s Alpha yang rendah pada variabel Kualitas Sistem 

sebesar 0.515 atau lebih kecil dari ≥ 0.6. Namun, peneliti 

mempertahankan nilai tersebut karena variabel Kualitas Sistem memiliki 

nilai AVE sebesar 0.509 atau lebih besar dari 0.50 dan memiliki nilai 

Composite Reliability sebesar 0.752 atau lebih besar dari 0.7. Selain itu, 

peneliti ingin mempertahankan variabel karena peneliti ingin melakukan 

eksplorasi terhadap variabel pada model evaluasi baru yang pertama kali 

digunakan pada penelitian ini. 

8. Nilai AVE yang rendah pada variabel Kualitas Informasi sebesar 0.462 

atau lebih kecil dari 0.50. Namun, peneliti mempertahankan nilai tersebut 

karena variabel Kualitas Informasi memiliki nilai Composite Reliability 

sebesar 0.771 atau lebih besar dari 0.7. Selain itu, peneliti ingin 

mempertahankan variabel karena peneliti ingin melakukan eksplorasi 
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terhadap variabel pada model evaluasi baru yang pertama kali digunakan 

pada penelitian ini. 

5.3 Penelitian Selanjutnya 

Berikut saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya atas keterbatasan 

yang ditemukan : 

1. Melakukan evaluasi terhadap sistem informasi keuangan pemerintah 

yang bersifat voluntery, 

2. Menggunakan model evaluasi lain untuk mengevaluasi sistem yang 

bersifat wajib dan apabila ingin menggunakan model evaluasi dari 

penelitian ini disarankan untuk mencoba menggunakannya pada evaluasi 

sistem yang bersifat voluntery, 

3. Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan 

diharapkan dapat rutin melakukan evaluasi SIMDA BMD agar dapat 

meningkatkan kualitas sistem sesuai dengan kebutuhan organisasi, 

sehingga kinerja organisasi juga akan meningkat, 

4. Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan  

diharapkan melakukan peninjauan rutin secara langsung ke setiap SKPD 

di kota dan kabupaten guna memeriksa ketersediaan, kondisi dan 

kesesuaian antara kondisi barang di lapangan dengan data pada aplikasi 

sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan, 

5. Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan 

diharapkan melibatkan partisipasi pengguna dari berbagai kota dan 

kabupaten di Kalimantan Selatan dalam pengembangan sistem agar dapat 

memberikan saran praktis berdasarkan pengalaman pengguna kepada 
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pihak pengembang sistem dan pengguna diperkenankan melakukan 

percobaan secara langsung atas SIMDA BMD yang telah dikembangkan 

sebelum sistem diterbitkan ke seluruh penggunanya. 
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